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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat Berbagai 

program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan pemerintah untuk 

mengurangi kemiskinan yang melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 

2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bahwa program 

penanggulangan kemiskinan masih dikoordinasikan dalam tiga klaster 

program, yaitu kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga 

yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan 

perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, kelompok program 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi 

dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin. Dalam rangka 

Implementasi UU tentang Desa Nomor 6 tahun 2014 memandatkan bahwa 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan menerapkan 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, 

dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa,  

meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui 
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pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan  mengakui dan mengfungsikan 

institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa. 

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan 

pendampingan desa. Pasal 112 ayat (4) UU No. 6/2014 tentang Desa 

memandatkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan 

pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Untuk terlibat dalam 

pembangunan; dan kelompok program berbasis usaha Penyusunan Rencana 

Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini 

secara substansi mengamanatkan  penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai 

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung 

suksesnya  pencapaian  sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Kabupaten Sukabumi tahun 2017. 

Mengacu dari Permendagri  No. 54 Tahun 2010, dimana setiap satuan 

perangkat SKPD diwajibkan  menyusun  Rencana Strategis (Renstra) 

sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD 

dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan 

Renstra Kecamatan Jampang Tengah untuk mewujudkan visi Sukabumi. 

Terwujudnya Kabupaten Sukabumi menuju Masyarakat mulia, Produktif, 

dan Mulia  
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Meskipun demikian, angka kemiskinan masih belum bergerak jauh 

dan angka tersebut menunjukkan pencerminan dari pencapaian berbagai 

program penanggulangan kemiskinan di daerah yang didukung oleh 

berbagai upaya sinergi pusat dan daerah yang belum optimal. Di era 

desentralisasi saat ini peran pemerintah daerah menjadi sangat penting 

dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Karakteristik kemiskinan di 

daerah sangat beragam dan program-program di daerah telah mampu 

menurunkan angka kemiskinan daerah maka perlu dilakukan evaluasi 

terhadap program-program kemiskinan daerah yang benar-benar efektif 

dalam menurunkan angka kemiskinan. 

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan 

pendampingan desa. Pasal 112 ayat (4) UU No. 6/2014 tentang Desa 

memandatkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan 

pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.  

Penilaian tersebut, tidak terlepas dari tiga karakter jelek kinerja aparat 

birokrat Pemda Kab. Sukabumi yaitu terjebak pada rutinitas pekerjaan 

pabrik asong, projek minded, dan tidak memiliki responsibility terhadap 

fenomena yang terjadi.Contohnya, banyak SKPD (Satuan Kerja Perangkat 

Daerah) yang kurang peduli terhadap masyarakat yang terkena berbagai 

dampak pembangunan Desa. Kecuali, Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum 

(DPU).  
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Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Miskin pada tahun 2014-2018 di Kecamatan Jampang 

Tengah Kabupaten Sukabumi 

Sumber : Profil Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi 2014-2018 

 

Dilihat dari tabel diatas tingkat kemiskinan di Kecamatan Jampang 

Tengah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada perubahan, 

serta pada tahun 2017 dan tahun 2018 menurun namun pada tahun 2016 

meningkat drastis sehingga pemerintah Kabupaten Sukabumi, melakukan 

evaluasi dan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Jampang Tengah 

Kabupaten Sukabumi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. 

No Kec Jampang Tengah 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Desa Bojong Jengkol 171 171 181 162 24 

2 Desa bantar agung 310 310 342 178 33 

3 Desa bantar panjang 375 375 412 51 123 

4 Desa bojong tipar 119 119 131 224 43 

5 Desa cijulang 235 235 251 253 25 

6 Desa jampang tengah 617 617 680 56 46 

7 Desa Nangerang 397 397 437 46 53 

8 Desa padabenghar 375 375 412 85 32 

9 Desa panumbangan 534 534 586 101 26 

10 Desa sindangr esmi 289 289 320 173 44 

11 Desa Tanjung sari 368 368 400 188 47 

Jumlah 4,248 4,248 4,663 1,517 496 
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Meskipun demikian, angka kemiskinan masih belum bergerak jauh dan 

angka tersebut menunjukkan pencerminan dari pencapaian berbagai program 

penanggulangan kemiskinan di daerah yang didukung oleh berbagai upaya 

sinergi pusat dan daerah yang belum optimal. Di era desentralisasi saat ini 

peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam upaya penurunan 

angka kemiskinan. Karakteristik kemiskinan di daerah sangat beragam dan 

program-program di daerah telah mampu menurunkan angka kemiskinan 

daerah maka perlu dilakukan evaluasi terhadap program-program kemiskinan 

daerah yang benar-benar efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. 

Table 1.2 

Program Pemberdayaan Masyarakat 

Kecamatan Jampang Tengah Tahun 2017 

No Program 
Pelaksanaan 

Keterangan 

Desa Keterangan 

 1 

 

Pelatihandan 

Penyuluhan 

Pemberdayaan 

Perempuan : 

a. Pelatihan 

kewirausahaan  

b. Pelatihan 

pengelolaan 

bahan pangan 

c. Pelatihan 

keterampilan 

 

Jampang tengah Terlaksana  Program pelatihan 

dan penyuluhan 

pemberdayaan 

perempuan dari 

11 desa yang ada 

dikecamatan 

Jampang Tengah 

sudah terlaksana 

di berapa desa 8 

desa sementara 3 

desa lain belum 

terlaksana karna 

padabeunghar Terlaksana  

 Bantar Panjang 
Belum 

Terlaksana 

 Bojong Jengkol  Terlaksana  

 Nangerang  
Belum 

Terlaksana 

 Tanjungsari  Terlaksana  

 Sidangresmi  Terlaksana  

 panumbangan Terlaksana  

 Cijulang Terlaksana  

 Bantar Agung Terlaksana  



6 
  

 
 Bojong Tipar 

Belum 

Terlaksana 

masih dalam 

proses 

2 

 

 

Pelatihan pengelolaan 

Bum Desa : 

a. Koprasi Desa 

b. Alfamart Desa 

c. Wisata Desa 

d. Digital Desa 

e. Kuliner Desa  

 

Jampang 

Tengah 
Terlaksana Program pelatihan 

dan penyuluhan 

pemberdayaan 

perempuan dari 

11 desa yang ada 

dikecamatan 

Jampang Tengah 

sudah terlaksana 

di berapa desa 8 

desa sementara 3 

desa lain belum 

terlaksana karna 

masih dalam 

proses 

Padabeunghar Terlaksana  

Bantar Panjang Terlaksana  

Bojong jengkol Terlaksana  

Nangerang 
Belum 

Terlaksana  

Tanjungsari 
Belum 

Terlaksana  

Sidangresmi 
Belum 

Terlaksana 

Panumbangan Terlaksana 

Cijulang Terlaksana  

Bantar Agung  Terlaksana  

Bojong Tipar Terlaksana 

3 

Pelatihan/Bimtek/Pen

genalan Tekhnologi 

tepat Guna untuk 

Pertanian/Pertenakan: 

a. Peningkatan 

Kapasitas 

perangkat desa 

b. Peningkatan 

Kapasitas BPD 

c. Pelatihan 

penanaman bibit 

unggul 

d. pelatihan ternak 

Jampang 

Tengah  
Terlaksana 

Program pelatihan 

dan penyuluhan 

pemberdayaan 

perempuan dari 

11 desa yang ada 

dikecamatan 

Jampang Tengah 

sudah terlaksana 

di berapa desa 10 

desa sementara 1 

desa lain belum 

terlaksana karna 

masih dalam 

Padabeunghar Terlaksana  

Bantar Panjang  Terlaksana 

Bojong Jengkol Terlaksana  

Nangerang Terlaksana  

Tanjung sari Terlaksana  

Siding Resmi Terlaksana  

Panumbangan  
Belum 

Terlaksana  

Cijulang  Terlaksana 

Bantar Agung Terlaksana  

Bojong Tipar Terlaksana 
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 proses 

Sumber : dari pihak pemerintahan kecamatan jampang tengah 

 

 

Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

masyarakat yang tadinya tidak bisa menjadi bisa dengan mengandalkan 

menerima bantuan masyarakat miskin diberdayakan sesuai dengan 

kemampuan, keahlian dan posisi yang di memiliki keahlian masyarakat 

tersebut akhirnya dapat diambil sehingga mempunyai pendapatan sendiri. 

Analisa sendiri, tanpa mencapai , bahkan dari pihak manapun diminta pula 

untuk masyarakat miskin, tidak selamnya di lain pihak, ketepatan sasaran 

program kemiskinan juga menjadi hal penting dalam penurunan angka 

kemiskinan. Akan tetapi beberapa daerah masih meragukan ketepatan data 

BPS untuk keperluan targeting program dan mengembangkan berbagai 

indikator kemiskinan lokal. Pertanyaan penting yang patut diajukan adalah, 

apakah dengan mengusung indikator lokal bisa lebih mempercepat penurunan 

kemiskinan di daerah. Bagi daerah-daerah dengan tingkat penurunan 

kemiskinan tinggi, perlu dievaluasi juga mengenai ketepatan sasaran dari 

program-program yang diusung, termasuk kemungkinan adanya 

pengembangan indikator kemiskinan lokal. 

Mengingat program-program penanggulangan kemiskinan di daerah 

sangat beragam dan dimungkinkan tidak selalu mengacu pada 

pengelompokan tiga klaster program penanggulangan kemiskinan, maka 
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diperlukan masukan dan kontribusi dari unit kerja lain yang terkait di 

lingkungan kedeputian kemiskinan, ketenagakerjaan, dan UKM, maupun dari 

kementerian/lembaga terkait untuk memperdalam analisis yang akan 

dilakukan. Berdasarkan fenomena data, penulis menganggap penting di 

lakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan dalam judul 

skripsi:  

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENEKAN 

ANGKA KEMISKINAN DI KECAMATAN JAMPANG TENGAH 

KABUPATEN SUKABUMI.   

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah  di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya pelaksanaan UU tentang Desa Nomor 6 Tahun 

2014 terhadap kemiskinan Pemerintah Kecamatan Jampang Tengah 

Kabupaten Sukabumi. 

2. Terbatasnya potensi dan sarana prasarana yang di miliki oleh 

Pemerintah Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi dalam 

penanggulangan kemiskinan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan yang di hadapi, adalah: 
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Bagaimana Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan 

Kualitas Kehidupan Rakyat Miskin Di Kecamatan Jampang Tengah 

Kabupaten Sukabumi ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Rakyat Miskin Di Kecamatan Jampang 

Tengah Kabupaten Sukabumi. 

E. Kegunaan Penelitian 

 Adapun keguanaan yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan 

teoritis dan praktis,sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

a) Kegunaan penelitian bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu 

atau teori-teori serta memberikan wawasan bagi pengembangan 

ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Publik. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti lain 

     Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi 

peneliti lain dalam melakukan penelitian lanjutan sejenis dengan 

penelitian ini dalam signifikansi yang lebih luas lagi. 
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b. Bagi Instansi 

     Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah 

Kabupaten Sukabumi sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengoptimalkan kinerja instansi khususnya 

dalam bidang administras.  

c. Bagi Penulis 

     Penelitian ini dapat menambah wawasan, terutama tentang 

implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 34 tahun 2009 

tentang pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan 

pemerintah Kabupaten Sukabumi. 

F. Kerangka Pemikiran 

Sebelum membahas Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Rakyat Miskin Di Kecamatan Jampang 

Tengah Kabupaten Sukabumi. terlebih dahulu harus mengetahui definisi 

atau hal-hal yang berhubungan dengan variabel tersebut. Diperlukan 

adanya suatu anggapan dasar atau kerangka pemikiran, yang berupa 

hukum,teori serta pendapat dari para ahli di dalam penelitian ini di bahas 

bagaimana Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan 

Kualitas Kehidupan Rakyat Miskin Di Kecamatan Jampang Tengah 

Kabupaten Sukabumi. 

Menurut Suharto (2005,59-60) pemberdayaan adalah sebagai 

proses dan tujuan 

a. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkain kegiatan 

untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok 
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lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 

mengalami masalah kemiskinan. 

b. Sebagai tujuan, maka pemeberdayaan menunjuk keadaan atau 

hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social atau 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun 

sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyamapikan 

aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupannya. 

Pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dan berhasil bila 

menggunakan strategi dan pendekatan yang tepat Suharto 

(2005,58) menyarankan 5 (lima) pendekatan yaitu : 

1. Pemungkinan  

2. Penguatan  

3. Pelindungan  

4. Penyokongan  

5. pemeliharaan 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sumber: diolah oleh penulis 

INPUT 

 

UU No 14 tahun 1950 

 

Peraturan Menteri 

Agraria No. 3 Tahun 

1997 

 

Pemnendagri No. 54 

tahun 2010 

 

Peraturan presiden  

UU No 6 Tahun 2014 

 

 

OUTPUT 

 

Keberhasilan program 

pemberdayaan 

masyarakat akan 

terlaksana ketika dalam 

menekan angka 

kemiskinan sebagai 

wujud dalam 

masyarakat yang 

pemungkinan, 

penguatan,perlindunga

n,penyokongan, dan 

pemeliharaan 

PROSES  

Pemberdayaan masayarakat 

(Suharto 2005,58) 

 Program dalam mewujudkan 

1. pemungkinan 

2. penguatan  

3. perlindungan 

4. penyokongan 

5. pemeliharaan 

 


